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Abstrak
 

Dalam Kontrak Bagi Hasil (KBH) Industri Hulu Migas terdapat biaya operasi yang dapat dikembalikan

(cost recovery) sebagai komponen dalam penghitungan bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor.

Terdapat kebijakan pembatasan pembebanan remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery yang diatur

dengan PMK No.258/PMK.011/2011. Demikian, menjadi bahasan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian

ini adalah untuk menjelaskan latar belakang penetapan batasan biaya remunerasi tenaga kerja asing dalam

cost recovery dan menjelaskan hambatan dalam pembebanan remunerasi tenaga kerja asing dalam cost

recovery. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik

pengumpulan data studi kepustakaan & studi lapangan dengan wawancara. Hasil penelitian ini adalah latar

belakang kebijakan tersebut dibuat adalah pelaksanaan wewenang Menteri Keuangan dalam menetapkan

batasan biaya operasi yang dapat dikembalikan berdasarkan PP No.79 Tahun 2010 Pasal 12(3). Demikian,

hal tersebut merupakan perwujudan dalam pelaksanaan Pasal 31D Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Hambatan dalam pembebanan remunerasi tenaga kerja asing adalah adanya inkonsistensi peraturan,

ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan internal dan hambatan dalam implementasi peraturan oleh

instansi terkait.

......In The Production Sharing Contract (PSC) Upstream Oil and Gas Industry are operating cost can be

refunded (cost recovery) as a component in the calculation of profit-sharing between the government and the

contractor. There are restrictions on the imposition of the remuneration policy of foreign workers in the

regulated cost recovery PMK No.258/PMK.011/2011. Similarly, a discussion in this study. The purpose of

this study was to determine the background of the determine restrictions foreign labor remuneration

expenses in cost recovery and to determine the obstacle in the imposition of foreign labor remuneration in

cost recovery. The research method used is descriptive qualitative research a literature study of data

collection technique and field studies with interviews. The result of this study are the background is the

implementation of the policy is the authority of the Minister of Finance in setting restrictions operating cost

can be returned by PP No.79 Tahun 2010 Pasal 12(3). Similarly, it is a manifestation of implementation of

Pasal 31D Undang-Undang Pajak Penghasilan. Barrier in the imposition of foreign labor remuneration is the

inconsistency rules, legal uncertainty, weak internal control and constraints in the implementation of

regulations by relevant agencies.
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